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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan bahwa perkonsultasian 

yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta belum 

efektif karena masih terdapat berbagai kendala yang belum terpenuhi dari kriteria 

pencapaian tujuan, integrasi dan koordinasi, mekanisme yang sistematis dan 

sumber daya yang efisien. Untuk lebih jelasnya belum efektifnya proses 

perkonsultasian dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pencapain tujuan konsultasi yang dilakukan antara Ditjen Bina Bangda 

dengan Bappeda DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2024 masih 

mengalami keterlambatan dalam penerbitan RKPD, hal ini tidak berjalan 

sesuai yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun 

dalam pencapaian target isu strategis DKI Jakarta sudah berhasil memenuhi 

target capaian tahunan dengan dibuktikan dari peningkatan realisasi capaian 

target dalam tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. 

2. Koordinasi dan integrasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi 

Jakarta dalam penyusunan RKPD dapat dikatakan cukup efektif jika dilihat 

dari adanya koordinasi formal dan nonformal yang sudah berjalan dan 

didukung oleh aplikasi SIPD untuk transparansi data. Namun, efektivitas ini 

belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti 

keterlambatan sinkronisasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur teknologi, 

serta perbedaan format dan kualitas data antar sektor. Hambatan ini 

menunjukkan bahwa, meski sudah efektif dalam beberapa aspek, ada ruang 

perbaikan untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan integrasi. 
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3. Rencana yang Sistematis dalam proses konsultasi antara Ditjen Bina 

Bangda dengan Bappeda DKI Jakarta menunjukkan tingkat efektivitas yang 

cukup tinggi dalam menciptakan rencana pembangunan yang sistematis dan 

responsif. Konsultasi yang mencakup evaluasi RKPD sebelumnya serta 

masukan dari berbagai K/L memungkinkan perencanaan yang dinamis dan 

adaptif. Sinkronisasi antara dokumen RKPD, RPD, dan RPJMD juga 

mendukung kesinambungan tujuan jangka pendek dan panjang, serta sekitar 

98%-99% masukan berhasil diintegrasikan ke dalam dokumen final. Hal ini 

mencerminkan bahwa rencana yang dihasilkan berbasis data, terukur, dan 

relevan dengan kebutuhan lapangan, menunjukkan efektivitas yang kuat 

dalam proses penyusunan RKPD. 

4. Pemanfaatan sumber daya dalam penyusunan RKPD belum menunjukkan 

efektivitas yang maksimal. Dilihat dari beberapa aspek seperti pembagian 

beban kerja yang terstruktur berdasarkan wilayah, penggunaan teknologi 

SIPD, dan koordinasi erat dengan Bappeda Jakarta. Faktor-faktor ini 

mendukung efisiensi dalam proses perencanaan. Namun, keterbatasan 

tenaga fasilitator dan waktu yang sempit untuk analisis dokumen 

menunjukkan bahwa efektivitas ini belum sepenuhnya optimal. Untuk 

meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan 

pelibatan tenaga ahli eksternal agar proses perencanaan berjalan lebih lancar 

dan hasilnya lebih maksimal. 

Secara keseluruhan Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan konsultasi dalam 

penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024. Proses konsultasi ini 

mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 Tahun 2022 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah. Tahapan konsultasi dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan, hingga 

forum fasilitasi yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai 

pemangku kepentingan. Konsultasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat 

tatap muka dan daring sehingga dapat memastikan bahwa rencana pembangunan 

daerah ini responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang ada.  
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B. Saran 

1. Percepatan Penetapan Pedoman  

Untuk memastikan pencapaian tujuan dalam proses penyusunan RKPD, 

penting bagi Ditjen Bina Bangda sebagai perwakilan dari Kemendagri untuk 

menetapkan pedoman agar dapat menentukan indikator keberhasilan yang 

jelas dan terukur pada setiap perencanaan. Setiap tujuan yang diuraikan 

dalam RKPD perlu dipecah menjadi capaian konkret yang bisa dipantau dan 

diukur, sehingga ada acuan yang pasti bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana 

setiap tujuan telah dicapai dengan melibatkan berbagai sektor yang terlibat 

agar evaluasi berjalan dengan komprehensif. Dengan pendekatan ini setiap 

tujuan dalam RKPD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan 

berkesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional. Hal ini juga 

mengurangi risiko tujuan yang tidak tercapai akibat ketidakjelasan dalam 

pemantauan dan penilaian kerja.  

2. Membangun Sistem Koordinasi Terpadu 

Efektivitas koordinasi dan integrasi antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda 

DKI Jakarta sangat penting untuk menghasilkan RKPD yang selaras dan 

tepat sasaran. Langkah-langkah konkret seperti membangun sistem 

koordinasi terpadu yang memungkinkan akses informasi antar lembaga 

secara real time akan memperkuat keselarasan kebijakan di tingkat pusat 

dan daerah. Selain itu, dengan mengintegrasikan data dari sektor-sektor 

terkait, perencanaan dapat dilandasi oleh informasi yang akurat dan 

komprehensif. Keselarasan ini harus ditunjang dengan pertemuan rutin 

antar instansi untuk membahas perkembangan dan hambatan yang ada, 

sehingga seluruh pihak selalu terinformasi dan dapat memberikan 

kontribusi aktif dalam proses perencanaan. Dengan demikian, koordinasi 

yang optimal tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan 

tetapi juga membangun kerangka kerja yang kohesif antara pusat dan 

daerah. 
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3. Mengembangkan Panduan 

Agar konsultasi dan penyusunan RKPD berlangsung secara sistematis, 

mekanisme perencanaan harus didesain secara berstruktur dan sesuai 

dengan tahapan yang ditentukan. Ditjen Bina Bangda dapat 

mengembangkan panduan tahapan perencanaan yang lebih rinci, mencakup 

mulai dari pengumpulan data, penyusunan draft awal, hingga tahap 

konsultasi akhir dengan seluruh pemangku kepentingan. Proses ini perlu 

diikuti dengan dokumentasi yang baik pada setiap tahapan agar setiap 

masukan yang diberikan tercatat dan bisa ditindaklanjuti. Selain itu, 

sistematika yang baik memungkinkan evaluasi terhadap setiap tahapan, 

sehingga jika ada kekurangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki 

dalam waktu yang cepat. Dengan rencana yang sistematis, RKPD yang 

dihasilkan akan lebih akurat, efektif, dan mudah dipantau. 

4. Optimalisasi Teknologi dan SDM 

Pengelolaan sumber daya secara efisien sangat krusial dalam mendukung 

efektivitas konsultasi dan penyusunan RKPD. Ditjen Bina Bangda dan 

Bappeda DKI Jakarta dapat memanfaatkan teknologi untuk 

mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya dengan menggunakan 

platform digital untuk pertemuan dan diskusi daring yang bisa menghemat 

waktu dan biaya. Pemanfaatan sumber daya manusia juga harus 

dioptimalkan dengan menugaskan personel yang ahli di setiap bidang 

terkait, sehingga konsultasi berjalan lebih efektif dan produktif. Selain itu, 

penggunaan sumber daya fisik seperti anggaran perlu dialokasikan dengan 

tepat, khususnya untuk kegiatan yang langsung berdampak pada 

penyusunan RKPD, misalnya untuk pengumpulan data atau evaluasi 

lapangan. Dengan sumber daya yang dikelola secara efisien, proses 

perencanaan dapat berlangsung lancar tanpa pemborosan, dan tujuan 

pembangunan dapat tercapai secara optimal. 
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